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Abstrak
 

Sebagai negara yang meregulasi praktik prostitusi, Prancis memiliki serangkaian kebijakan dan masalah

seputar legalitas Pekerja Seks Komesial (PSK). Setelah penandatangan konvensi PBB (mengenai eksploitasi

manusia) pada tahun 1949, Prancis resmi menjadi negara abolisionis yang melarang praktik muncikari dan

transaksi seksual berbayar yang melibatkan pihak ketiga. Larangan ini kemudian yang menjadi dasar

pembuatan kebijakan pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan François Hollande. Penelitian ini

membandingkan kebijakan mengenai regulasi praktik prostitusi pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy

dan masa pemerintahan François Hollande dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi

kepustakaan. Penelitian ini membuktikan bahwa keputusan Sarkozy untuk mengimplementasikan la Loi

pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) pada tahun 2003 menimbulkan masalah karena PSK menjadi

pihak yang dikriminalisasi. Di sisi lain, keputusan Hollande untuk menghapus kebijakan Sarkozy dan

menerapkan la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée juga tidak menyelesaikan masalah karena

mengkriminalisasi pelanggan jasa prostitusi. Pada akhirnya, penelitian ini membuktikan bahwa Sarkozy dan

Hollande memiliki pendekatan berbeda dalam menanggulangi masalah prostitusi, namun tujuan akhir dari

keduanya adalah untuk menghapus budaya prostitusi di Prancis secara bertahap.

......As a state that regulates prostitution, France has a set of policies and problems on the legalities of

commercial sex workers (CSWs). After ratifying a UN convention (on abolishing slavery and human

trafficking) in 1949, France banned pimping activities and third-party sexual transactions, thus officially

becoming an abolitionist state. This ban became the precedent for regulations made by the Nicolas Sarkozy

and François Hollande administration respectively. This research compares the regulations on prostitution

by both administrations using qualitative method and literature review. This research shows that Sarkozy’s

decision to implement la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) in 2003 was problematic as it

criminalises CSWs. On the other hand, Hollande’s decision to reverse Sarkozy’s policy and enact la Loi de

Pénalisation de Client de Prostituée also fails to offer a solution as it instead criminalises patrons of

prostitution. Finally, this research proves that although both Sarkozy and Hollande have different

approaches to curb prostitution, their goal is to gradually suppress prostitution culture in France.
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